BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR { TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGG N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

Menimb : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
Anggaran 2021;

‘Menginga : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan q



Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesiaq,
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Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7), 1



(1)

Dengan Persetujuan Bersama

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

turan Daerah ini yang dimaksud dengan :

adalah Kabupaten Pinrang.

ahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
ah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
stern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
d dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

: Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
ahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
jadi kewenangan daerah otonom.

dalah Bupati Pinrang.

erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, selanjutnya disingkat
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
ggara Pemerintahan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
ggara pemerintahan Daerah.

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
encana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat
an bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
Peraturan Daerah.

BAB 11
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

pgungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
t:

ran realisasi anggaran;

perubahan SAL;

ran operasional;

ran perubahan ekuitas;

ca;
ran arus kas; dan
atas laporan keuangan.



(2) Lapo keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
/perusahaan daerah.

Pasal 3

alisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
Jun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendag@itan Rp 1.350.545.415.014,63
b. Belanjjildan Transfer Rp 1.329.639.820.623,00
Surplus / Defisit Rp 20.905.594.391,63

¢, Pembifllaan

imaan Pembiayaan Rp 51.185.571.869,56
eluaran Pembiayaan Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 72.091.166.261,19

Pasal 4

Moran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
pkcut :

a. Selisi anggaran dengan realisasi  pendapatan sejumlah

p.359.370,37 dengan rincian sebagai berikut :

hran pendapatan

i perubahan Rp 1.355.720.774.385,00

ok si Rp 1.350.545.415.014,63

anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
4.445.381,00 dengan rincian sebagai berikut :

hran belanja

perubahan Rp 1.406.854.266.004,00

S ' Rp 1.329.639.820.623,00

anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

ghh perubahan Rp (51.133.491.619,00)
basi Rp 20.905.594.391.63
anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
B0.250,56) dengan rincian sebagai berikut :
iran penerimaan pembiayaan
gikh perubahan Rp 51.133.491.619,00
kA si Rp 51.185.571.869,56
anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
dengan rincian sebagai berikut :
iran pengeluaran pembiayaan
§h perubahan Rp 0,00
AlEAS] Rp 0,00
anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
£0.250,56), dengan rincian sebagai berikut :
an pembiayaan netto
dkh perubahan Rp 51.133.491.619,00
2. Reajasi Rp 51.185.571.869,56



Pasal 5

_ . % Lebih (SAL) Awal Rp 51.133.491.619,56
a. Pengghaan SAL sebagai Penerimaan-

Pembjyaan Tahun Berjalan Rp 72.091.166.261,19
Sub Total Rp (52.080.250,00)

b. Sisa Ibih/Kurang Pembiayaan-
Ang (SiLPA/SIKPA) Rp 72.039.086.011,19
Sub Total Rp 72.091.166.261,19

Kesalahan Pembukuan

Bebelumnya Rp 0,00
lainnya Rp 52.080.250,00
Saldo Anggaran Lebih Anggaran Rp 72.091.166.261,19

Pasal 6

Pendapatan Rp 1.315.073.472.463,80
Beban Operasi Rp 1.256.111.086.645.,46
Surplus (defisit) dari Operasi Rp 58.962.385.818,34
(defisit) dari Non Operasi Rp 27.173.735,00
r Biasa ) Rp (6.163.360.250,00)
(defisit)-LO Rp 52.826.199.303,34

Pasal 7

Laporan Mrubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d pgll 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Awal Tahun 2022 Rp 3.031.630.074.204,16
b. | Defisit - LO Rp 52.826.199.303,34
C. komulatif perubahan-
[ kesalahan mendasar Rp (6.789.160.685,31)
d. Akhir Tahun 2021 Rp 3.077.667.112.822,19
Pasal 8

Neraca sefgaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
Tahun 20 sebagai berikut :

a. Jumlaihset Rp 3.111.929.390.815,40

b. Jumla ewajiban Rp 34.262.277.993,21

c. JumlalfEkuitas dana Rp 3.077.667.112.822,19



Pasal 9

s kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

p 51.320.999.745,56

s bersih dari aktivitas operasi Rp 238.104.281.676,63
s bersih dari aktivitas investasi aset non- keuangan
.198.687.285,00)

s bersih dari aktivitas pendanaan / pembiayaan

s dari aktivitas transitoris/non anggaran Rp (177.127.182,00)

kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 31
r 2022 Rp 72.101.547.205,19

Pasal 10

s laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
un anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif
alitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11
jawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
aerah ini, terdiri dari :

I Laporan realisasi anggaran

I.1 :  Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

1.2 :  Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

L3 :  Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan Kegiatan;

L4 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

b. II . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
C. III . Laporan Operasional;
d. v :  Laporan Perubahan Ekuitas;
€. v ¢ Neraca;
f. VI :  Laporan Arus Kas;
E. n VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. VIII :  Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
. IX :  Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j- X :  Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
| Dana Bergulir;
k. X1 :  Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
1. X1 :  Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Asset Tetap;
X :  Daftar Rekapitualsi Asset Tetap;

=g

n X1V :  Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 1



0. Lampian XV :  Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya;

p. Lampilan XVI :  Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampan XVII :  Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampian XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampjian XIX :  Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Pasal 12
Lampirar@laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri daj:
a. lapord@ kinerja tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini; dan
b. ikhtislF laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

tercariilim dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Pasal 13
Penjabard@ pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja [aerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

4n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Bupati.

Pasal 14

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal ! Agwstune 2023
BUPATI PINRANG,

[&WAN HAMID

LEMB DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR |

NOMO IGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUATEN PINRANG
PROVINSIRULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.034.23 ‘
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